BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dan Perkara Cerai
Gugat Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar

Analisis terhadap lima putusan cerai gugat verstek di Pengadilan
Agama Batusangkar memperlihatkan bahwa hakim dalam memberikan
putusan tidak semata-mata berlandaskan pada aspek hukum normatif, tetapi
juga memperhatikan dimensi sosial dan filosofis. Dari sisi yuridis, hakim
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama
UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan HIR mengenai prosedur
verstek. Hal ini tercermin dari konsistensi hakim dalam mengesahkan
perkawinan, mengabulkan cerai gugat, serta menerapkan tata cara

persidangan sesuai hukum acara perdata Islam.

Pada aspek sosial, hakim menimbang kondisi faktual rumah tangga
para pihak yang sudah tidak lagi harmonis, serta memperhatikan
keberlangsungan hidup anak-anak dengan menyerahkan hak asuh kepada
ibu yang dianggap lebih dekat secara emosional. Meskipun tidak selalu
merinci kewajiban nafkah anak, hakim tetap menunjukkan kepedulian
terhadap dampak sosial-ekonomi dari perceraian, khususnya bagi
perempuan dan anak. Pertimbangan ini mencerminkan kepekaan hakim

terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, pada aspek filosofis, hakim menekankan perlindungan
martabat perempuan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of the child). Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk menegakkan
keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, dengan menempatkan
perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat melindungi hak-hak dasar

perempuan dan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara
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cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar bersifat menyeluruh
karena mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan filosofis demi tercapainya

keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Dampak Putusan dalam Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama
Batusangkar terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan di Pengadilan Agama
Batusangkar, terlihat bahwa meskipun gugatan cerai dikabulkan dan
perceraian dinyatakan sah secara hukum, perlindungan terhadap hak-hak
perempuan pasca perceraian belum sepenuhnya terjamin. Hak-hak normatif
seperti nafkah iddah, mut’ah, pembagian harta bersama, maupun kepastian
nafkah anak kerap diabaikan atau tidak ditegaskan secara jelas dalam amar
putusan. Fokus putusan lebih diarahkan pada aspek legalitas perceraian dan
penetapan hak asuh anak, sementara perlindungan substantif terhadap
kepentingan perempuan justru kurang mendapat perhatian.

Dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk dan
600/Pdt.G/2024/PA.Bsk, majelis hakim tidak mencantumkan amar terkait
pemberian nafkah iddah maupun mut'’ah. Pada Putusan Nomor
603/Pdt.G/2024/PA.Bsk dan 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk, meskipun hak asuh
anak diberikan kepada penggugat, hakim tidak menetapkan secara jelas
besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah. Adapun dalam Putusan
Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk, isu mengenai pembagian harta bersama
sama sekali tidak dipertimbangkan. Fakta ini menunjukkan pola yang
konsisten, yakni putusan lebih menitikberatkan pada keabsahan perceraian
dibanding pada pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Hasil temuan ini memperlihatkan, pertama, bahwa perempuan setelah
perceraian kehilangan sebagian hak normatifnya akibat praktik peradilan
yang masih berorientasi formalistik. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara
aturan hukum normatif, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang
menjamin hak-hak perempuan, dengan pelaksanaannya di pengadilan.

Ketiga, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori hukum responsif
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(Nonet & Selznick, 1978) yang menekankan perlunya hukum peka terhadap
kebutuhan sosial, bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Begitu pula,
menurut perspektif keadilan substantif (Rawls, 1971), seharusnya putusan
pengadilan mendistribusikan hak secara adil bagi perempuan, bukan hanya
mengesahkan status hukum baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar masih lebih
menekankan keadilan formal, sementara pemenuhan hak-hak perempuan
pasca perceraian sering terabaikan, sehingga menimbulkan kerentanan baik

secara sosial maupun ekonomi bagi mereka.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan
saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim atau pertimbangan keadilan substantif dalam
setiap putusan hakim harus diutamakan untuk menjamin keadilan
bagi para pihak.

2. Putusan perceraian verstek di Pengadilan Agama Batusangkar
seharusnya memiliki dampak nyata terhadap para pihak yang

berperkara.
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